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ABSTRAK 

 

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   batasan   kewenangan Presiden  

dalam  membentuk  Unit  Kerja  Presiden  dan  hubungan Unit  Kerja Presiden  

bagaimana  akibat  hukum  dari  proses  dari  proses  yuridis  tersebut dengan 

lembaga lain. Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa,   tidak   serta   merta   

karena Indonesia  menganut “supreme  konstitusi,”    segala  sesuatu  yang  

Presiden lakukan   jika   itu   tidak   dilarang   (secara tekstual)   oleh   konstitusi   

adalah konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut “supreme konstitusi” 

dan paham “demokrasi,”  atau  yang  juga  disebut   “Negara  demokrasi 

konsitusional”. Jadi  setiap  kebijakan  baik  itu  berupa  produk  Peraturan 

Perundang-Undangan  atau  kebijakan  politik  lainnya  harus  sesuai/sejalan 

dengan  nilai-nilai  masyarakat  atau  sejalan  dengan  keinginan  rakyatnya.  jadi 

batasan  kewenangan  Presiden  untuk  membuat  kebijakan  apapun  adalah 

dengan  melihat  apakah  langkah  kebijakan  yang  akan  dilakukan  sesuai 

dengan   demokrasi   konstitusional,   jika   tidak   itu   tidak   sejalan   maka   itu 

merupakan  batasan  bahwa  Presiden  tidak  bisa  melakukan  hal  tersebut. 

Kemudian,   hubungan   kelembagaan   antara   Kantor Staf Kepresidenan   

dengan  Kementerian Negara,  Sekretariat  Kabinet  maupun  antara  Kantor Staf 

Kepresidenan dan  lembaga  penegakan  hukum  seperti  KPK,  Kepolisian,  dan 

Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di 

dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. 
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